BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 100.3.3.2. 732 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA LAYANAN
TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang

Mengingat

BUPATI SUMBAWA BARAT

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja  pegawali,

meningkatkan kepatuhan standar pelayanan dan meningkatkan
kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan
oleh penyelenggara pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat, perlu
menetapkan pemberian kompensasi;

bahwa pemberian kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara
pelayanan kepada penerima layanan adalah terhadap layanan
yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sumbawa Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang
menerima layanan tidak sesuai standar pelayanan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Sumbawa Barat.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa

Tenggara Barat;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik;

S. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI
PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA LAYANAN TIDAK SESUAI
STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang
menerima layanan tidak sesuai standar pelayanan pada Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Sumbawa Barat.

Ruang Lingkup kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU meliputi pemberian pelayanan kepada penerima layanan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak

sesuai standar pelayanan dari segi waktu dan cara pendampingan.

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat

berupa:

a. menyampaikaan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai
dengan standar pelayanan yang berlaku;

b. memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya;




KEEMPAT

c. menyediakan air minum dan makan/snack bagi penerima layanan;
dan
d. melakukan pelayanan di Lokasi penerima layanan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 27 Jund
BUPATI SUMBAWA BAXRAT,

#

2024

W. MUSYAFIRIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;

2. Inspektur Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;

3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sumbawa Barat di Taliwang;

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

di Taliwang;

S. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

di Taliwang:

6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.




